
WALIKOTA DENPASAR 
PROVINSI BALI 

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR 
NOMOR 6 TAHUN 2023 

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG 
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN 

SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS 
DISEASE2019 DALAM TATANAN KEHIDUPAN ERA BARD SEBAGAIMANA 

TELAH DIUBAH DENGAN PERATDRAN WALIKOTA NOMOR 79 TAHUN 2021 
TENTANG PERDBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 17 TAHUN 

2021 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL 
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA 

VIRUS DISEASE 2019 DALAM TATANAN KEHIDUPAN ERA BARD 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA DENPASAR, 

Menimbang: a. bahwa mempertimbangkan situasi pandemi corona virus 
disease 2019 yang terkendali, tingkat imunitas yang tinggi 
di masyarakat, kesiapan kapasitas kesehatan dan 
pemulihan ekonomi yang berjalan cepat, maka 
pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat 
dipandang perlu dihentikan; 

b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 
53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian 
Corona Virus Disease 2019 pada Masa Transisi Menu ju 
Endemi, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat 
dinyatakan dihentikan, sehingga Peraturan Walikota 
Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin dan 
Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya 
Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 
dalam Tatanan Kehidupan Era Baru sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2021 
tentang Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2021 tentang 
Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol 
Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian 
Corona Virus Disease 2019 dalam Tatanan Kehidupan Era 
Baru, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan 
perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu dicabut; 



Mengingat: 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Walikota tentang Pencabutan Peraturan Walikota Nomor 17 
Tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan 
Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan 
dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dalam 
Tatanan Kehidupan Era Baru sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2021 
tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum 
Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan 
Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatanan 
Kehidupan Era Baru; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 
9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3465); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang­ 
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia N omor 6801); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kementerian 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ten tang Perubahan 
atas Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 80 
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 



MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENCABUTAN 
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG 
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL 
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN 
PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DALAM 
TATANAN KEHIDUPAN ERA BARU SEBAGAIMANA TELAH 
DIUBAH DENGAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 79 TAHUN 
2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA 
NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN 
DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI 
UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS 
DISEASE 2019 DALAM TATANAN KEHIDUPAN ERA BARU. 

Pasal 1 

Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penerapan 
Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai 
U paya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 
2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru (Berita Daerah Kota 
Denpasar Tahun 2021 Nomor 17) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2021 
tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol 
Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian 
Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era 
Baru (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 79), 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 



Pasal 2 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kata Denpasar. 

Ditetapkan di Denpasar 
pada tanggal 24 Februari 2023 

i WALJKOTA DENPASAR, � 

____.i I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA 1 
di Denpasar 
4 Februari 2023 

NPASAR, 

RAH KOTA DENPASAR TAHUN 2023 NOMOR 6 


